
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAI.A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KlP .1 5 3/M.PPN/HK / 08 / 20 19

TTNTANG

PIRUBAHAN ATAS

KEPI]TUSAN MINTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 1 4 1 /M.PPN /HK/ 72 / 2018
TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),

PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM),

DAN BENDAHARA PENGELUARAN

SATUAN KERJA MAJELIS WALI AMANAT
DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/ICCTT

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaall
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencauaan

Penrban5;unan Nasional Notrtor
KEP.141IM.PPN /HK/ 12/ 2018 tentang Pen8anSkatan

Pejabat Pentbuat Komitureu (PPK), Pejabat Penanda Tangan
Sul'at Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara

Pengeluaran (BP) Satuan Kerja Majelis Wali Anlanat Dana

Perwalian Perubahan Iklinr Indonesia/ ICCTF;

b. bahwa untuk Inenirrgkatkan et'ektifitas serta kelatrcalatr

pengelolaan dan penatausahaan kegiatan dan anggaran dari
Majelis Wali Anranat Dalla Perwalian Perubahan Iklim
Indonesia / ICCTF, pellu rtrerrgubah Bendahara Pengeluaran
(BP) Satuan Keria Majelis Wali Amanat Datra Perwaliau

Pentbaltan lklim lndonesia/ICCTF sebagaiurana dintaksud

dalat.u htt rttl a;

c. bahwa berdasarkan pel'tilllballSatl sebagaiuuna dinuksud
dalanr huluf a datr huruf b, perlu ntenetapkalr Keputusat.t

Mellteri Perettcattaan Peutbanguuan Nasional/Kepala Badan

Perencatlaan Peurbatlgutran Nasional tentar.tg Perubahatr

Atas Keptltusan Melltel'i Perencanaatt Peutbangunan

Nasional .. .



2-

d

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor KEP. 1 4 1 / M.PPN / HK/ 12 / 2018;

bahwa pegawai yany namanya tercantum dalam l,ampiran
Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi percyaralan
untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Bendaharu
Pengeluaran (BP) Satuan Kerja Majelis Wali Amanat Dana
Perw alian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
(bmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
223, Tambahan lr.mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6263t

Peraturan Pemerintah Non.ror 45 Tahun 201.3 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara,
sebagaimana telah ditbah dengan Perattran Pemerintah
Nomor 50 Tahun 2Ol8:

Pera1rlran Presiden Nomor 7 Tahtn 2Ol5 tentang Organisasi
Kementerian Ne8ara;

Perafifian Presiden Nomor 65 Tahun 2015
Kementerian Petencanaan Pembangunan Nasional;

tentang

Peratsran Presiden Nomor 66 Tahttn 2075 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2OTahun 2076;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2078 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

Petatlrtan Menteri Petencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanan Pembangunan Nasional
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan lrmbaga Wali
Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim
lndonesia/ Indonesia Climate Change Trust Fund (lCCTf)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Petat]"uan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanan Pembangunan Nasional
Nomor 12 Tahun 201,8;

Peratfian Menteri Petencanaan Pembangunan
Nasional/Kepaia Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 4 Tahun 2076 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencara.an Pembangunan Nasional sebagaimana telah
diubah dengan Perattran Menteri Petencanaan
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Pembangunan ...



Menetapkan

P[RTAMA

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;

9. Perat],:tan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanan Pembangunan Nasional
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan,
Pelaporan, Pemantasan dan Evaluasi Kegiatan dan
AngSpran;

10. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepal a Badan Perencanan Pembangunan Nasional
Nomor KEP.1 I 1/M.PPN/HK/O9 /2018 tentang Pembentukan
Majelis Wali Ananat Dana Perwalian Perubahan Iklim
lndonesia/ Indonesia Climate Change Trust Fund;

11. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor KEP.14 1 /M.PPN /HK/ 12/ 2078 tentang
Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat
Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan
Bendahara Pengeluaran (BP) Satuan Kerja Majelis Wali
Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF;

MEMUTUSIGN:

KEPUTUSAN MENTIRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PIRENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG Pf,RI.]BAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR
KEP.14I,/M.PPN/HK/12/2078 TENTANG PENGANGKATAN

PEJABAT PXMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDA
TANGAN SURAT PERINTAH MX,MBAYAR (PPSPM), DAN
BENDAHARA PENGELUARAN (BP) SATUAN KERJA DANA
PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA,/ADOAE Z
CLilYATD CHANGE TR UST N]ND (ICCIf).

Memberhentikan:

Nama : Anna Amalia, ST, M.Env

NIP : 19820804 2OO8O3 2 OOs

Sebagai Bendahara Pengeluaran (BP) Satuan Kerja Majelis Wali
Amanat Dana Perwalian Perubahan lklim Indonesia / Indonesia
Climate Change Trust Funcl (ICCTF).

Mengangkat
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KEDI IA

KETIGA

KELIMA

KEENAM

Mengangkat:

Nama : Anggi Pertiwi Putri, ST

NIP i 7992051.2201807 2007

Sebagai Bendahara Pengeluaran (BP) Satuan Kerja Majelis Wali
Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia / Indonesia
Climate Change Trust Fund (ICCTF).

Pejabat yang drangkat sebagaimana dimaksud dalam diktum
PERTAMA sesuai kewenang annya dalam mengeiola kertangan
negara wajlb teftlb, ta.at pada peraturan pertndang-undangan,
efisien, ekonomis, efektit ttansparan dan bertanggung jawab
dengan memerh atikan rasakeadllan dan kepatutan.

Bendahara Pengeluaran menyelenggarakan pembukuan atas uang
Satuan Kerja yang dikelolanya dan membuat laporan
pertanggungsawaban mengenai pengelolaan uang yang
dikuasainya kepada Pengguna Anggaran/ Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran.

Bendahara Pengeluaran bertanggtng jawab secara prlbadi atas
kerugian keuangan negar a y ang ber ada dalam pengurusannya.

Sebagai tanda pengesahan, dalam Lampian Keputusan ini
dicantumkan tanda tangan serta paraf peiabat yang bersangkutan,
dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah,
apab\La tidak sesuai dengan yang tercantum dalam I.ampiran
Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakafia
pada tanggal 15 Agustus 2019

MXNITRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI/
KEPAI/. BADAN PERENCANAAN UNANNASIONAL,

DJONEGORO

4_
P.S. B

Tenrbusan ---

KEEMPAT



-5-

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
7. Ketua Badan Pemeriksa Kouangan;
2. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
3. Direktur Jen derul Anggann, Kementerian Keuanganl
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementefian Keuanganl
5. Inspektur Ulama, Bappenas;
6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi danTatalaksana, Kementerian

PPN/Bappenas;
7. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN,/KEPAI-A. BAPPENAS

NOMOR KEP. 1 53 /M.PPN/HK/O8/2O18
TANGGAL 15 AGUSruS 2018

TANDA TANGAN DAN PARAI
BENDAHARA PENGELUARAN (BP) SAruAN KERJA MAJELIS WALI AMANAT

DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKIIM INDONESIA,/ICCTF

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/
KEPALA BADAN PERENCANAAN GUNANNASIONAL,

ONEGORO

TandaTangan

Anggi Pertiwi Putri, ST

NrP. 19920512 207807 2001. *

P.S. B l,-

Nama Paral


